BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting
dan diharuskan bagi manusia. Meskipun secara shari‘at tidak termasuk
dalam kewajiban, namun benar-benar dianjurkan karena dalam Islam
melarang keras adanya perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang
belum mempunyai suatu ikatan yang sah. Di dalam Al-Qur’an dan Hadis
Nabi sendiri terdapat banyak sekali ayat yang memberikan anjuran untuk

menikah, *seperti hadis yang berbunyi:
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Artinya : Beritahu kami bin Sufian danWaki® mengatakan kepada kami
Hafsh bin Ghias bagi para peziarah untuk Makhoul dari bapaknya
syimal dari bapaknya Ayyub berkata: “Empat perkara yang

termasuk sunnah para Rasul yaitu: berpacar, memakai wangi-
wangian, bersiwak dan nikah”.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian
dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, dalam masyarakat maupun bagi
kemanusiaan pada umumnya. Karena manfaat perkawinan ialah: Bahwa

perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan

! Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, cet.2 2002, cet.3 2011), 2-5.
2 Syaikh bin abdul aziz bin Muhammad bin lbrahim, Jami’ at Tirmidzi, Daru as salam : Riyadh,
1419H) 1755.



dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri
yang dihalalkan Allah.®> Meskipun menikah bukan merupakan kewajiban,
namun Islam melarang hidup membujang, yaitu enggan menikah dengan
maksud untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan
menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. * Rasulullah SAW

bersabda:
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Artinya : menceritakan kepada kita Abu>Hisyam ar Rafa3yyu dan zaid bin
akhjam (at thoiyyu) dan ishag bin Ibrahim (as shawwafu) bangsa
basroh, mereka mengatakan : menceritakan kepada kita mu’adz
bin hisyam dari ayahnya, dari gatadah, dari hasan, dari samurah
bahwa sesungguhnya Rasulullah  SAW melarang untuk
membujang. Hadits no. 1082

Menurut prinsip-prinsip fikih Islam, setiap komunikasi dalam bentuk
perintah dari Tuhan dapat mempunyai dua tingkat pengertian yaitu: wajib
atau anjuran yang sangat keras. Karena itulah kita melihat bahwa dalam
Islam, kehidupan takkawin tidak dianggap suatu kebijakan.®

Dalam perkawinan sendiri terdapat beberapa syarat-syarat yang harus
di taati dan dilaksanakan sebelum proses /jab qobut Namun syarat-Syarat
tersebut biasanya terdapat pada kelompok atau aliran-aliran tertentu saja,

karena saat ini di Indonesia khususnya di Jawa sedang ramai adanya aliran-

* lbid., 6.

* Ibid., 8.

% Syaikh bin abdul aziz bin Muhammad bin Ibrahim, Jami’ at Tirmidzi, Daru as salam : Riyadh,
1419H) 1755.

® Muhammad Ridwi, Perkawinan dan Seks dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 1994), 28.



aliran yang berbeda keyakinan dengan pemerintah dan begitu juga dengan
proses perkawinannya.

Secara umum syarat-syarat perkawinan yang sebenarnya sudah diatur
dalam Al-Qur’an dan di terapkan oleh w#/ amri (pemerintah) di Indonesia.
Namun terkadang bagi organisasi tertentu atau aliran menerapkan metode
yang lain di dalam perkawinanya. Dimana dalam perkawinan tersebut
terkadang berbeda dengan adat atau tradisi di Indonesia khususnya di Jawa,
terlebih lagi jika perkawinan aliran tersebut berbeda jauh dengan aturan-
aturan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah dijelaskan bahwa
“ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.’

Agar rumah tangga berjalan dengan harmonis maka sebelum menikah
Allah memberi petunjuk untuk memilih calon yang baik, pengantin laki-laki
mengatur dan menentukan kontrak dengan wali yang sah dari pihak
perempuan tersebut dan dia berkewajiban membayar mahar, bukan kepada

wali sebagaimana yang berlaku dimasa jahiliyah (dalam adat kebiasaan

sebelum Islam), tetapi kepada isteri itu sendiri.8

" M Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.
8 Joseph Schacht. Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Depak RI, 1985), 206.



Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh kelslaman yakni sakinah,
mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam Surat

Ar-Rum ayat 21 berbunyi:
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu
rasa kasih dan saying. Sesungguhnya yang demikian itu berarti

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”®
Di Indonesia sendiri terdapat suatu aliran yang perkawinanya
berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang
disebut Jemaat Ahmadiyah. Dalam pelaksanaan perkawinannya Jemaat
Ahmadiyah mempunyai adat perkawinan yang berbeda dengan ormas-ormas
Islam lainya, dimana dalam hal menikah, Ahmadiyah lebih condong untuk
menganut sistem Arab seperti kesultanan. Maksudnya di sini adalah demi
menjaga nama organisasi Ahmadiyah, maka mereka menganut adanya norma
yang mengatur perempuan Ahmadiyah di larang menikah dengan laki-laki
Non Ahmadiyah. Akan tetapi, laki-laki Ahmadiyah diperbolehkan menikah

dengan perempuan Non Ahmadiyah. Karena menurut kepercayaan mereka

jalur nasab yang terpenting adalah dari jalur ayah, oleh sebab itu mereka

 Abd shomad. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, cet.1 2010, cet 2 2012), 261-262.



melarang perempuan Ahmadiyah menikah dengan laki-laki Non Ahmadiyah
karena ingin menjaga nasab dari garis ayah jika punya anak nanti.*

Tapi disini bukan berarti perkawinan antara perempuan Ahmadiyah
dan laki-laki Non Ahmadiyah tersebut tidak sah, akan tetapi hanya sebagai
norma organisasi dan menjaga nasab organisasi yang secara tidak langsung
mengharuskan sebuah organisasi tersebut mempunyai aturan-aturan
tersendiri bagi Jemaatnya yang akan menikah dan sesudah menikah. Dimana
ketika seorang laki-laki Ahmadiyah menikah dengan perempuan Non
Ahmadiyah secara tidak langsung perempuan tersebut akan mengikuti dan
menjadi Jemaat Ahmadiyah.™

Dalam hukum Islam perkawinan seperti ini memang tidak dilarang
karena memang perkawinan kesultanan oleh Ahmadiyah mengambil contoh
dari kerajaan Arab yang tidak ada larangan tersendiri dalam pelaksanaanya,
namun jika perkawinan seperti ini di terapakan oleh sebuah organisasi yang
berdiri di Indonesia sepertinya kurang cocok dan dirasa menjadi masalah
tersendiri bagi Jemaatnya yang ingin menikah dengan seorang muslim yang
bukan asli Ahmadiyah, karena pada dasarnya perkawinan yang seperti ini
dirasa hanya untuk menyebarluaskan alirannya saja sebab seseorang yang

bukan dari Ahmadiyah khusunya kaum laki-laki ingin menikah dengan

19 Muharrim, Mubaligh terdahulu (di ambil dari penelitian mata kuliah sosiologi agama jurusan
ilmu sosial fisip UIN Sunan Ampel Surabaya yang pernah meneliti ajaran Ahmadiyah di Bubutan
Surabaya pada Tahun 2014).

" Ibid.



seorang perempuan Ahmadiyah haruslah di baiat'® untuk menjadi dan
mengikuti ajaran Ahmadiyah.*®

Dalam kehidupan sehari-hari Ahmadiyah sangat tertutup dengan
masyarakat sekitar khususnya dengan ormas-ormas Islam lainnya seperti
Nahdlatul Ulama’ dan Muhamadiyah, sehingga sampai saat ini Jemaat
Ahmadiyah masih menjadi sorotan dan terus dipantau keberadaannya oleh
pemerintah Bubutan dan pemerintah daerah. Bahkan dalam adat atau
kebudayaannya pun banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai
kegiatan yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah seperti perkawinan, pemakaman
dan kegiatan yang lainnya.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk
melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Jemaat

Ahmadiyah Di Bubutan Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasakan latar belakang di atas, diperoleh beberapa
permasalahan yang dapat di identifikasi sebagai berikut, antara lain:

a. Pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

12 Baiat adalah sumpah setia kepada imam (pemimpin): kesetiaan untuk selalu mematuhi dan
setia dengan janji yang diikrarkan. Nasiruddin Zuhdi, Ensiklopedi Religi, (Jakarta: Republika
Penerbit, 2015), 120.

" Ibid.



b. Tujuan perkawinan di luar golongan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan
Surabaya.

c. Pandangan tokoh agama tentang perkawinan di luar golongan
Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

d. Faktor yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan di luar
golongan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

e. Dasar tentang larangan perkawinan di luar golongan Jemaat
Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

f.  Prosedur pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan
Surabaya.

g. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan Jemaat
Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

2. Batasan Masalah
Sedangkan berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka

perlu dibatasi dan difokuskan yang lebih sempit. Pembahasan dalam

penelitian ini akan difokuskan mengenai:

a. Pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan Jemaat

Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari pemaparan di atas rumusan masalah sebagai

berikut:



1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah Bubutan
Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan

Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya?

D. Kajian Pustaka
Pembahasan tentang larangan perkawinan banyak dikaji beberapa
penulis diantaranya:

1. Nuris Setiawati tahun 2012 dengan judul “Pandangan Masyarakat
Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa Jenggot Kecamatan
Krembang Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam” yang
intinya larangan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu saudara
sekandung dimana saudara yang lain tidak diperbolenkan melakukan
perkawinan dengan lawan jenisnya pada daerah yang sama.**

2. Umi Sai’adah tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Larangan Perkawinan Benu Bellih Di Desa Kokkoan Kecamatan Torjun
Kabupaten Sampang”. Yang intinya larangan perkawinan dengan
saudara sepupuh dari garis keturunan laki-laki yang mana saudara
sepupuh yang perempuan tersebut tiak mempunyai wali selain ayah dari

calon suaminya (paman) dan tidak diperbolehkan adanya perkawinan

¥ Nuris Setiawati, “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Sepangku di Desa
Jenggot Kecamatan Krembang Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Skripsi -- IAIN
Sunan Ampel, Surabaya,, 2012).



dikarenakan adanya perkawinan dikarenakan aturan adat setempat yang
mengatur tentang masalah-masalah perkawinan.™

3. Ainur Rofig tahun 2013 dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap
Larangan Perkawinan Di Luar Golongan Masyarakat Islam LDII”. Yang
intinya dijelaskan bahwa golongan LDII baik laki-laki maupun
perempuan dilarang menikah dengan golongan selain LDII. Dalam
pelaksanaan perkawinannya golongan LDII menikah di KUA tetapi
sebelum menikah di KUA, calon pengantin laki-laki dan perempuan
harus dinikahkan terlebih dahulu oleh Imam baru setelah itu menikah di
KUA.*

4. Akhmad Jaeni tahun 2011 dengan judul “ Tinjaun Hukum Islam
Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam Acara Perkawinan
Adat Banyumas”. Yang intinya begitu kuatnya kepercayaan masyarakat
Bnayumas terhadap tradisi begalan, sehingga perkawinan adat itu dinilai
belum lengkap jika tradisi tersebut belum dilaksanakan. Karena tradisi ini
merupakan simbol pemberian nasihat dari para keluarga kepada calon
pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.'’

Disini peneliti membahas tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya. Yang

mana pada golongan ini sistem perkawinannya hampir mirip dengan

5 Umi Sai’adah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Benu Bellih Di Desa
Kokkoan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2005).

6 Ainur Rofig, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Di Luar Golongan
Masyarakat Islam LDII”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

17 Akhmad Jaeni, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Tradisi Begalan Dalam
Acara Perkawinan Adat Banyumas”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
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penelitian sebelumnya, akan tetapi pada golongan ini hanya perempuan saja
yang dilarang menikah dengan golongan lain. Karena menurut kepercayaan
mereka jalur nasab yang terpenting adalah dari jalur ayah, oleh sebab itu
mereka melarang perempuan Ahmadiyah menikah dengan laki-laki Non
Ahmadiyah karena ingin menjaga nasab dari garis ayah jika punya anak

nanti.

Tujuan Penelian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di
Bubutan Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan

perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan
kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian
ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian diharapkan berguna untuk
meningkatkan pengembangan  ilmu pengetahuan dan diharapkan

menjadi  sumber referensi  khususnya dalam masalah larangan
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perkawinan pada Jemaat Ahmadiyah serta memperkaya pengetahuan
sosial di bidang agama.

Secara Praktis, diharapkan dapat di jadikan bahan bacaan, refrensi, dan
acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama berkaitan dengan

masalah pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam

penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok

bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

14

Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran, Hadits,
dan pendapat para ulama ahli hukum (ijtihad para ulama’).*®

Pelaksanaan Perkawinan : Pada umumnya tujuan dari perkawinan yaitu
untuk memperoleh kebahagiaan lahir batin dan kesejahteraan dunia
akhirat. Akan tetapi sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Jemaat
Ahmadiyah juga bertujuan untuk memperluas ajarannya atau untuk
memperbanyak Jemaat/anggotanya. Sebab diketahui bahwa ajaran
Ahmadiyah di Indonesia terus diawasi oleh pemerintah baik dari fatwa-
fatwanya maupun kebudayaan atau tata caranya seperti perkawinan,
pemakaman dan lain sebagainya. Jemaat Ahmadiyah yang menikah

dengan Jemaat Non Ahmadiyah khususnya laki-laki Ahmadiyah dengan

8 Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum
Positif Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12-22.
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perempuan Non Ahmadiyah diharuskan bagi si perempuan untuk
menjadi bagian atau anggota Ahmadiyah. Ketentuan perkawinan Jemaat
Ahmadiyah tersebut sudah menjadi fatwa yang wajib dilaksanakan
sesuai tradisi kesultanan Arab yang ditentukan oleh khalifah di
Indonesia.

Pada umumnya perkawinan Jemaat Ahmadiyah sama seperti
perkawinan organisasi-organisasi lain, karena memang berpatokan pada
hukum sharizat Islam yang mana terdapat mahar, wali, saksi dan syarat-
syarat yang sudah ditentukan. Namun dalam ajaran Ahmadiyah seorang
perempuan Non Ahmadiyah yang akan menikah dengan laki-laki
Ahmadiyah, terlebih dahulu di ikrar'® dan disumpah oleh pimpinan
Jemaat perempuan Ahmadiyah apakah ia bersedia menjadi anggota
Jemaat Ahmadiyah. Jika perempuan tersebut bersedia maka ia
diharuskan mengisi sebuah formulir yang akan dikirim ke khalifah? di
India sebagai tanda bukti bahwa ia telah bersedia menjadi Jemaat
Ahmadiyah dan akad perkawinan dilakukan sesudah ikrar tersebut
dilaksanakan.

3. Jemaat : Organisasi-organisasi Islam di India dan Pakistan mengunakan
kata “Jemaat” bukan “Jamaah”. Dikarenakan pada awalnya telah
menggunakan kata Jemaat tersebut, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia

juga menggunakan kata Jemaat yang diserap dari bahasa Urdu yang

19 |krar adalah angkat janji, janji pengakuan dan sumpah. Nasiruddin Zuhdi, Ensiklopedi Religi,
(Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 292.

% Khalifah adalah pengelola atau penguasa. Nasiruddin Zuhdi, Ensiklopedi Religi, (Jakarta:
Republika Penerbit, 2015), 366.
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artinya organisasi atau perkumpulan. Kata Jemaat telah terdaftar secara
resmi sebagai nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Badan
Hukum.?!

4. Ahmadiyah : Ahmadiyah adalah kelompok atau Jemaat yang didirikan
oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada 1889 di sebuah desa kecil
yang terletak di Punjab, India.?> Ahmadiyah terpecah menjadi dua
golongan yaitu Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore. Jemaat
Ahmadiyah yang terdapat di Bubutan Surabaya cenderung mengikuti
golongan Ahmadiyah Qodian. Akan tetapi mereka menamai Jemaatnya
sebagal Jemaat Ahmadiyah Indonesia, karena bagi mereka Qodian dan

Lahore adalah sebuah nama desa kecil yang terletak di India.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (#ield research) yakni
penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.”® Untuk itu
dibutuhkan beberapa langkah yang sitematis yaitu:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:
a. Data dasar tentang pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah

berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

2! Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jawaban Jemaat Ahmadiyah Indonesia atas Pertanyaan Komisi
VIIIDPR RI (Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA.5/23/12/13 Tgl. 13-3-
1953), 10-11.

22 Muchlis M.Hanafi, Menggugat Ahmadiyah, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011), 1.
SMardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
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b. Data dasar perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
c. Data untuk melaksanakan ketentuan mengenai pelaksanaan
perkawinan Jemaat Ahmadiyah berdasarkan tinjauan Hukum Islam.
2. Sumber data
Sumber data adalah sumber dari mana data akan diambil. Sumber
data dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, artikel-artikel, dan
peraturan-peraturan mengenai  pelaksanaan perkawinan Jemaat
Ahmadiyah berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Sumber data dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber
data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Sumber data primer
Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk
memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek
penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan
kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan
yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan
khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih
luas dan terinci dibandingkan orang lain.?* Pernyataan yang dipilih

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Samiaji Serosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.
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Tabel |

No Nama Jabatan
1 Bapak Basuki Ahmad Mubaligh Jemaat Ahmadiyah
2 Bapak Budiono Ketua Jemaat Ahmadiyah Bubutan
3 Ibu Ghuroh Mumahhidah | Ketua Kegiatan Perempuan
4 Ibu Masfufah Anggota Ahmadiyah
5 Bapak Sugiyanto Staf KUA Bubutan
6 Ibu Jumiyati Warga Non Ahmadiyah

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang erat

hubungannya dengan data primer. Sumber data dapat diperoleh dari

buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah yang membahas

pelaksanaan perkawinan. Diantaranya:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

Kompilasi Hukum Islam

Halal dan Haram, Yusuf Qardhawi

Risalah Nikah, Al Hamdani

Pengantar Hukum Islam, Joseph Schacht

Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum
Indonesia, Abdul Shomad

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Wasman

Metode Penelitian, Mardalis
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3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.”® Maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan
mengumpulkan data dari berbagai sumber berupa:
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu
wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan
observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang
diamati tidak terlalu besar.”®
b. Wawancara
Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(/nterviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.?’

Teknik ini digunakan untuk menggali data/informasi dari

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.
26 H

Ibid., 145.
2" Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),
186.
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perwakilan Jemaat Ahmadiyah. Melalui wawancara tersebut, dapat
diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang

mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, perundang-undangan,
artikel, makalah dan sebagainya.?® Dari hasil pengumpulan
dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh

prosedur pelaksanaan Perkawinan pada Jemaat Admadiyah.

4. Teknik analisa data

Analisis data merupakan aktifitas pengorganisasian data. Data
yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti.
Kegiatan analisis data ini meliputi mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data-data
tersebut. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang komplek dapat
dijadikan bentuk yang sistematis sehingga menjadi bentuk yang
sederhana dan mudah dipahami. Setelah selesai penyusunan dan
menganalisis data maka langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah
menarik kesimpulan. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis

adalah Metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan

%8 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas
Gajah Mada, 1980), 236.
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tentang analisa yuridis penulis terhadap pelaksanaan perkawinan Jemaat

Ahmadiyah.

Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami bangunan pemikiran skripsi ini, maka rencana
sistematika pembahasan disusun penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi mengantarkan
secara metodologis penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang berfungsi untuk
menyusun kerangka teoritis. Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian
perkawinan dan dasar hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat
perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan baik
menurut figh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan kafa’ah dalam
perkawinan.

Bab ketiga, merupakan data penelitian tentang gambaran umum
wilayah bubutan Surabaya, sejarah munculnya Jemaat Ahmadiyah di
bubutan Surabaya dan hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan

perkawinan Jemaat Ahmadiyah.
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Bab keempat, berisi tentang analisa hasil penelitian yang telah
dilakukan. Bab ini mengemukakan tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaan perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan
saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan beberapa saran yang

membangun.



